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ABSTRAK


Kredibilitas sebuah pemerintahan, baik pusat maupun daerah, akan sangat dipengaruhi oleh keberhasilan para aparatur negara dalam mewujudkan pelayanan publik. Sehingga tingkat kepuasan pada pelayanan publik akan membantu dalam mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan pada instansi pemerintah.


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan publik di UPTB Pusat Data dan Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Tingkat kepuasan diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang disebutkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.


Unsur pelayanan yang diukur dalam penelitian ini dibatasi pada lima unsur yaitu Prosedur Pelayanan, Persyaratan Pelayanan, Percepatan Pelayanan, Keadilan Pelayanan, Kepastian Jadwal Pelayanan.


Berdasarkan angka Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang telah dihitung melalui jawaban responden pada kuesioner maka tingkat kepuasan pelayanan publik di UPTB Pusat Data dan Infromasi sebesar 86,79 dengan mutu pelayanan “A” dan kinerja unit pelayanan pada UPTB Pusat Data dan Informasi “Sangat Baik”.

Kata kunci : 
Tingkat kepuasan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Pelayanan, Pelayanan Publik.
ABSTRACT


The credibility of a government, both central and local, will be greatly influenced by the success of the state civil apparatus in realizing public services. So, the level of satisfaction in public services will help in evaluating the implementation of services at government agencies.


This study aims to determine the level of satisfaction of public services at UPTB Data and Information Center in Regional Development Planning Board of East Kalimantan Province.


The level of satisfaction is measured through the Satisfaction Index (IKM) mentioned in the Decree of the Minister of Administrative Reform. 25 / M.PAN / 2/2004 on General Guidelines for Compilation of Public Satisfaction Index of Government Institution Service Unit.


Service elements measured in this study are limited to the five elements of Service Procedure, Service Requirements, Service Acceleration, Service Justice, Certain Service Schedule.


Based on the number of Public Satisfaction Index (IKM) that has been calculated through respondents' answers on the questionnaire, the level of satisfaction of public services in UPTB Data and Infromation Center of 86.79 with quality of service "A" and service unit performance at UPTB Pusat Data dan Informasi was "Very Good".

Keywords: Level of satisfaction, Public Satisfaction Index (IKM), Service, Public Service.

I. PENDAHULUAN

Memasuki era pengembangan pelayanan, penyedia jasa pelayanan publik (public service provider) terus mengupayakan perbaikan usahanya. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar ketiga memiliki tantangan luar biasa dalam melayani masyarakatnya, baik dalam bentuk pengaturan ataupun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.


Pelayanan publik dapat diartikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik. Menurut Lewis dan Gilman dalam (Suryana, 2015:47), pelayanan publik merupakan kepercayaan publik. Setiap pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Perlunya SOP (Standar Operasional Prosedur) merupakan ukuran yang harus dimiliki dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan.


Dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 menyebutkan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaiankegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhanpelayanan sesuai dengan peraturan perundangundanganbagi setiap warga negara dan pendudukatas barang, jasa, dan/atau pelayananadministratif yang disediakan oleh penyelenggarapelayanan publik. Serta dipertegas pula bahwa standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.


Pada umunya, masyarakat memiliki harapan didalam penyelenggaraan pelayanan publik terdapat kejujuran dan kesungguhan dalam layanan. Dimana hasil dari layanan baik dalam bentuk barang atau jasa dapat dipertanggungjawabkan dimana hal ini tentunya akan membentuk opini atas kepercayaan publik pada pemerintah. Untuk itu, dibutuhkan etika pelayanan publik sebagai pilar, serta kepercayaan publik sebagai dasar untuk mewujudkan pemerintah yang baik.


Kredibilitas sebuah pemerintahan, baik pusat maupun daerah, akan sangat dipengaruhi oleh keberhasilan para aparatur negara dalam mewujudkan pelayanan publik. Dimana dalam beberapa kasus pelayanan publik terdapat pencemaran nama baik pemerintah akibat buruknya kualiatas layanan yang diberikan kepada masyarakat.


Dalam sebuah jurnal pernah disebutkan terdapat beberapa indikator yang mencerminkan suramnya potret kinerja aparat pelayanan publik khususnya untuk Indonesia, antaralain ditunjukkan oleh pelayanan yang bertele-tele dan cenderung birokratis, biaya yang tinggi, pungutan-pungutan tambahan, perilaku aparat negara yang lebih bersikap sebagai pejabat ketimbang abdi masyarakat. 


Artinya beberapa inisiatif yang dijalankan selama ini hanya merefleksikan kecenderungan formalitas dalam mereformasi institusi pelayanan publik tanpa disertai langkah-langkah yang serius untuk kembali menggiring aparat negara ke jalur awalnya sebagai pelayan masyarakat.


Pelayanan sebagai sebuah konsep dasar paradigma baru kepemimpinan, berangkat dari pemikiran bahwa nilai dasar dari ajaran administrasi publik adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa membedakan siapa yang dilayani. Melayani bermakna memberikan sesuatu jasa tau dalam bentuk lain secara ikhlas kepada orang lain (masyarakat) atau pelayanan berdasarkan hati nurani. Sikap ikhlas menuntut suatu komitmen yang kuat terhadap diri sendiri, institusi dan masyarakat yang dilayani serta pengorbanan. (Suryana, 2015 : 48)


Optimalisasi pelayanan publik menurut Hayat (2017:22) adalah memberikan pelayanan secara profesional dan berkualitas yang mempunyai implikasi positif terhadap kepuasan masyarakat. Profesionalitas pelayanan ditunjang oleh sikap dan perilaku dalam pemberian layanan. Sumber daya manusia menjadi indikator penting dalam pelayanan publik.

Keberadaan sumber daya aparatur adalah unsur utama dalam pemberian pelayanan. Aparaturlah yang bersentuhan secara langsung dengan masyarakat sebagai penerima layanan. Oleh karena itu, kompetensi dan akuntabilitas yang komprehensif menjadi keniscayaan, karena hal itu terkait dengan tugas dan fungsi yang melekat dalam dirinya. Aparatur negara adalah kunci keberhasilan pelayanan publik pada instansi atau lembaga pemerintah. Jika aparaturnya kompeten, maka pelayanan dapat dijalankan sebagaimana mestinya, tentunya kualitas layanan yang diberikan juga berpengaruh terhadap aspek yang dilayaninya. Artinya bahwa, kualitas pelayanan publik ditentukan oleh siapa yang memberikan pelayanan.

II. PERMASALAHAN

“Berapa tingkat kepuasan pelayanan publik di UPTB Pusat Data dan InformasiBadan Perencanaan Pembanguan Daerah Provinsi Kalimantan Timur”?
III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2004 : 11), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel satu dengan variabel yang lain.


Maka, pada penelitian ini bermaksud memberikan gambaran secara komprehensif tentang tingkat kepusan terhadap pelayanan publik di UPTB Pusat Data dan Informasi Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mngumpulkan data agar menjadi sistematis, data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan, karena data yang diperoleh akan dijadikan landasan dalam mengambil kesimpulan. Agar data yag dikumpulkan baik dan benar instrumen pengumpulan datanya pun harus baik, dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Interview (Wawancara)


Yaitu percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu. Wawancara itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai atau yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

Menurut Sarwono (2006 : 224) dalam menggunakan teknik wawancara, keberhasilan dalam mendapatkan data atau informasi dari objek yang diteliti sangat bergantung pada kemampuan peneliti dalam melakukan wawancara.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara sederhana dengan Kepala Seksi Data dan Informasi Geospasial UPTB Pusdatin Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.

2. Observasi


Kegiatan observasi meliputi melakukan pencatatan secara sistematik kejadian – kejadian, perilaku, objek – objek yang dilihat dan hal – hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Pada tahap awal, observasi dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin. Tahap selanjutnya peneliti harus melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang diperlukan sehingga peneliti dapat menemukan pola – pola perilaku dan hubungan yang terus menerus terjadi. (Sarwono, 2006 : 224)


Obervasi dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Pengamatan dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui beberapa hal-hal penting yang berhubungan dalam Implementasi Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 41 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan One Data One Map Di Provinsi Kalimantan Timur.

3. Kuesioner 

Kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data yangdilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataantertulis kepada responden untuk dijawabnya. Angket merupakan teknikpengumpulan data yang efisien apabila peneliti tahu pasti variabel yangingin diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden.

Pada penelitian ini, kuesioner atau angket digunakan untukmengambil data tentang tingkat kepuasan masyarakat sebagai masyarkat dari pelayanan Seksi Data dan Informasi Geospasial UPTB Pusat Data dan Informasi di Bappeda Provinsi Kalimantan Timur. 

Jenis kuesioner atau angketyang digunakan adalah angket tertutup. Teknik ini dipilih karenamemudahkan responden dalam memberikan jawaban dan dapat

mempermudah peneliti dalam mengambil data.

Adapun identifikasi kuesioner terkait biodata diri responden yang tercantum dalam kuesioner berupa umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir, dan pekerjaan utama dengan menyediakan pilihan jawaban.

Kemudian dilanjutkan dengan jenis pelayanan yang dilakukan, disusul dengan uraian pertanyaan terkait lima unsur yang termasuk dalam indeks kepuasan masyarakat.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1
Gambaran Lokasi Penelitian


Unit Pelaksana Teknis Badan Pusat Data dan Informasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdiri sejak Februari tahun 2017. Dimana UPTB Pusat Data dan Informasi yang selanjutnya disingkat UPTB Pusdatin terbentuk dengan mengacu pada beberapa dasar hukum antaralain :

1.
Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

2.
Undang Undang  Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

3.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

4.
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Tujuan pembentukan UPTB Pusat Data dan Informasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

1.
Menjalankan amanat peraturan perundangan dalam penyediaan data dan hasil analisis pembangunan daerah, baik data sektoral maupun geospasial tematik;

2.
Meningkatkan efisiensi biaya dan efektifitas waktu penyediaan data bagi perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah;

3. Meningkatkan kinerja Bappeda dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;

4.
Mengintegrasikan berbagai format data dari berbagai sumber data untuk menyeragamkan format data dan meningkatkan kualitas data bagi perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah;

5.
Meningkatkan pelayanan penyediaan data dan informasi pembangunan daerah yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat.
Tabel 4.1

Uraian Tugas dan Jabatan Struktural UPTB Pusat Data dan Informasi

	KEPALA UPTB

PUSAT DATA DAN INFORMASI
	KEPALA SUB BAGIAN

TATA USAHA

	Tugas : Kepala UPTB Pusat Data dan Informasi mempunyai tugas membantu menyediakan Data dan Analisis Pembangunan.
Fungsi :

1. Merumuskan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran UPTD Pusat Data dan Analisis Pembangunan;
2. Menghimpun Data dan Analisis Pembangunan;

3. Menyelenggarakan pengelolaan Data dan Analisis Pembangunan melalui pengembangan sistem informasi data statistik;

4. Menyelenggarakan pengelolaan Analisis Data Geospasial melalui pengembangan Jaringan Informasi Geospasial Daerah;

5. Menyelenggarakan dan mengintegrasikan pemanfaatan sistem informasi data statistik dan jaringan informasi geospasial daerah dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;

6. Menyelenggarakan pengkajian teknis, analisis, bimbingan, koordinasi serta fasilitasi dalam rangka penyediaan Data dan Analisis Pembangunan Daerah pembangunan.

7. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyediaan Data dan Analisis Pembangunan Daerah pembangunan daerah;

8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
	Tugas : Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan, serta pengaduan masyarakat dalam lingkup UPTB Pusat Data dan Informasi

Fungsi :

1. Menyiapkan bahan perumusan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Tata Usaha;
2. Membantu pelaksanaan administrasi umum dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, dan kearsipan;

3. Membantu pengelolaan urusan hubungan masyarakat, protokol, dan pustaka;

4. Menginventarisasi, memelihara dan merawat barang milik negara.

5. Mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;

6. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.


	KEPALA SEKSI
DATA & INFORMASI STATISTIK
	KEPALA SEKSI
DATA & INFORMASI GEOSPASIAL

	Tugas : Kepala Seksi Data dan Informasi Statistik mempunyai tugas membantu menyediakan Data dan Analisis Pembangunan.
Fungsi :

1. Menyiapkan rumusan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran di Seksi Analisis Data Pembangunan ;

2. Membantu menghimpun Analisis Data Pembangunan  pembangunan daerah;

3. Melaksanakan pengelolaan Analisis Data Pembangunan  melalui pengembangan sistem informasi data statistik;
4. Membantu penyelenggaraan dan mengintegrasikan pemanfaatan sistem informasi data statistik dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;

5. Melaksanakan pengkajian teknis, analisis, bimbingan, koordinasi serta fasilitasi dalam rangka penyediaan Analisis Data Pembangunan  daerah;

6. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyediaan Analisis Data Pembangunan;

7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
	Tugas : Kepala Seksi Data dan Informasi Geospasial mempunyai tugas membantu menyediakan Data Analisis geospasial pembangunan.
Fungsi :

1. Menyiapkan rumusan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran di Seksi Analisis Data Geospasial;

2. Membantu menghimpun Analisis Data Geospasial pembangunan daerah;

3. Melaksanakan pengelolaan Analisis Data Geospasial melalui pengembangan Jaringan Informasi Geospasial Daerah;
4. Membantu penyelenggaraan dan mengintegrasikan pemanfaatan jaringan informasi geospasial daerah dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;

5. Melaksanakan pengkajian teknis, analisis, bimbingan, koordinasi serta fasilitasi dalam rangka penyediaan Analisis Data Geospasial daerah;

6. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyediaan Analisis Data Geospasial Daerah;

7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.


Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Sumber Daya Pegawai/Jumlah Personil UPTB Pusat Data dan Informasi Bappeda Provinsi Kaltim pada saat ini berjumlah 20 orang terdiri dari :
1.
Kepala UPTB
:
1 orang
2.
Kasubbag Tata Usaha
:
1 orang
3.
Kepala Seksi
: 
2 orang
4.
Staf PNS
:
11 orang
5.
Staf Non-PNS
:
7 orang

Sementara jumlah sumber daya pegawai berdasarkan pendidikan yang ditamatkan antaralain :

Tabel 4.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

	No
	Pendidikan Terakhir
	Jumlah

	1.
	SMA/SMK/MA
	8

	2.
	S1
	9

	3.
	S2/S3
	5

	Total
	22


Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Struktur organisai UPTB Pusat Data dan Informasi disusun sebagai berikut :





Gambar 4.1

Struktur Organisasi UPTB Pusat Data dan Informasi

Sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan operasional di UPTB Pusat Data dan Informasi antaralain :

Tabel 4.3

Sarana dan Prasarana pada UPTB Pusat Data dan Informasi

	No.
	Uraian
	Satuan
	Keterangan

	1.
	Ruang Kantor ex Bidang Stadal
	1 Ruangan
	Aset Provinsi

	2.
	Ruang Data Center
	1 Ruangan
	Aset Provinsi

	3.
	Ruang Geospatial Support Command Center
	1 Ruangan
	Aset Provinsi

	4.
	Ruang Pusido
	1 Ruangan
	Aset Provinsi


Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Untuk memperoleh data informasi baik statistik maupun geospasial secara offlineUPTB Pusat Data dan Informasi memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu, hal ini sudah sesuai dengan amanah Permendagri 27 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Bab III bagian kesatu paragraph 1 pasal 11 point (2) f memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu. 

UPTB Pusat Data dan Informasi telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) diantaranya untuk sub bagian Tata Usaha, Seksi Data dan Informasi Geospasial dan Seksi Data dan Informasi Statistik.

Tabel 4.4

Rekap Standar Operasional Prosedur (SOP) 
UPTB Pusat Data dan Informasi
	No.
	NAMA SOP
	NOMOR SOP

	1.
	Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Perjalanan Dinas
	01/SOP-PUSDALISBANG/2017

	2.
	Standar Operasional Prosedur (SOP) Laporan Bulanan, Triwulan, Semester dan Laporan Akhir Tahun Keuangan
	02/SOP-PUSDALISBANG/2017

	3.
	Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Laporan Tahunan Kegiatan
	03/SOP-PUSDALISBANG/2017

	4.
	Standar Operasional Prosedur (SOP) Evaluasi Kegiatan Tahunan
	04/SOP-PUSDALISBANG/2017

	5.
	Standar Operasional Prosedur (SOP) Surat Masuk
	05/SOP-PUSDALISBANG/2017

	6.
	Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan SPP LS barang dan Jasa
	06/SOP-PUSDALISBANG/2017

	7.
	Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan SPP Uang Persediaan/Guna Uang (SPP UP/GU)
	07/SOP-PUSDALISBANG/2017

	8.
	Standar Operasional Prosedur (SOP) Inventarisasi Barang
	08/SOP-PUSDALISBANG/2017

	9.
	Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Program/Kegiatan
	09/SOP-PUSDALISBANG/2017

	10.
	Standar Operasional Prosedur (SOP) Surat Keluar
	10/SOP-PUSDALISBANG/2017

	11.
	Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
	11/SOP-PUSDALISBANG/2017

	12.
	Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Sistem Informasi Data Perencanaan Pembangunan Daerah (SIDATA)
	12/SOP-PUSDALISBANG/2017

	13
	Standar Operasional Prosedur (SOP) Analisis Data Dokumen Rancangan RKPD
	13/SOP-PUSDALISBANG/2017

	14
	Standar Operasional Prosedur (SOP) Analisis Data Dokumen Evaluasi RPJMD
	14/SOP-PUSDALISBANG/2017

	15
	Standar Operasional Prosedur (SOP) Analisis Data Dokumen LKPJ Gubernur
	15/SOP-PUSDALISBANG/2017

	16
	Standar Operasional Prosedur (SOP) Analisis Data Dokumen Evaluasi SDGs
	16/SOP-PUSDALISBANG/2017

	17
	Standar Operasional Prosedur (SOP) Analisis Data Dokumen Evaluasi Kemiskinan
	17/SOP-PUSDALISBANG/2017

	18
	Standar Operasional Prosedur (SOP) Analisis Data Dokumen Evaluasi Pendidikan
	18/SOP-PUSDALISBANG/2017

	19
	Standar Operasional Prosedur (SOP) Analisis Data Dokumen RAD PG
	19/SOP-PUSDALISBANG/2017

	20
	Standar Operasional Prosedur (SOP) Analisis Data Dokumen Evaluasi Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)
	20/SOP-PUSDALISBANG/2017

	21
	Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Buletin Pembangunan
	21/SOP-PUSDALISBANG/2017

	22
	Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyediaan Data dan Informasi Geospasial Tematik
	22/SOP-PUSDALISBANG/2017

	23
	Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembuatan Telaah / Surat Hasil Analisis Geospasial
	23/SOP-PUSDALISBANG/2017

	24
	Standar Operasional Prosedur (SOP) Publikasi Data dan Informasi Geospasial dalam Geoportal
	24/SOP-PUSDALISBANG/2017

	25
	Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Survey Foto Udara
	25/SOP-PUSDALISBANG/2017

	26
	Standar Operasional Prosedur (SOP) Fasilitasi Rapat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)
	26/SOP-PUSDALISBANG/2017

	27
	Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Forum Data
	27/SOP-PUSDALISBANG/2017

	28
	Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Standarisasi Informasi Geospasial
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Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
4.2
Hasil Penelitian dan Pembahasan
4.2.1
Hasil Penelitian




Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi langsung dan kuesioner yang dibagi ke 35 responden yang terbagi menjadi 28 responden untuk pelayanan analisis geospasial dan peta, dan 7 (tujuh)  responden pada pelayanan peta foto udara dan analisisnya di UPTB Pusat Data dan Informasi.




Profil responden akan diuraikan berdasarkan jenis layanan, kemudian diuraikan menurut jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan yang dilengkapi dengan presentasenya.




Berdasarkan jenis kelamin, sebagian besar responden adalah laki-laki. Dimana persentase responden laki-laki pada jenis pelayanan analisis geospasial dan peta sebesar 64,29 %. Sedangkan persentase responden perempuan hanya sebesar 35,71 %. Adapun persentase responden laki-laki pada jenis layanan Peta Foto Udara dan analisinya sebesar 85,71 % dan perempuan sebesar 14,29 %. 

Tabel 4.5

Responden Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jenis Layanan

	Analisis Geospasial dan Peta
	Peta Foto Udara dan Analisisnya

	Jenis Kelamin
	Frekuensi
	Persentase
	Jenis Kelamin
	Frekuensi
	Persentase

	Laki-laki
	18
	64,29
	Laki-laki
	6
	85,71

	Perempuan
	10
	35,71
	Perempuan
	1
	14,29

	Total
	28
	100
	Total
	7
	100


Sumber : Hasil Penelitian (Data diolah)

Jika dilihat berdasarkan pendidikan terakhir yang ditamatkan. Sebagian besar responden tamat pada jenjang Strata 1 atau S1. Pada jenis layanan Analisis Geospasial dan Peta sebesar 53,57 % responden lulusan Strata 1 atau S1, disusul pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sebesar 17,86 %, pendidikan D1/D3/D4 sebesar 14,29 % dimana persentasenya juga sama dengan pendidikan S2 ke atas sebesar 14,29 %. Adapun pada jenis layanan Peta Foto Udara dan Analisinya, hanya menunjukkan dua klasifikasi pendidikan yakni S1 sebesar 71,43 % dan SMA sebesar 28,57 %.

Tabel 4.6
Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Layanan

	Analisis Geospasial dan Peta
	Peta Foto Udara dan Analisisnya

	Pendidikan
	Frekuensi
	Persentase
	Pendidikan
	Frekuensi
	Persentase

	SD ke bawah
	-
	-
	SD ke bawah
	-
	-

	SLTP
	-
	-
	SLTP
	-
	-

	SLTA
	5
	17,86
	SLTA
	2
	28,57

	D1/D3/D4
	4
	14,29
	D1/D3/D4
	-
	71,43

	S1
	15
	53,57
	S1
	5
	-

	S2 ke atas
	4
	14,29
	S2 ke atas
	-
	-

	Total
	28
	100
	Total
	7
	100


Sumber : Hasil Penelitian (Data diolah)
Sementara jika ditinjau berdasarkan pekerjaan utama maka responden pada jenis layanan Analisis Geospasial dan Peta sebanyak 35,71 % adalah wiraswasta, PNS/TNI/Polri sebesar 21,43 %, lainnya juga sebesar 21,43 %, manajer/wakil manajemen sebesar 10,71 % dan pelajar/mahasiswa sebesar 10,71 %. Sedangkan pada jenis laayanan Peta Foto Udara dan Analisisnya hanya terdapat dua jenis pekerjaan utama yang tercermin menjadi respondenya, yaitu manajer/wakil manajemen sebesar 71,43 % dan pelajar/mahasiswa sebesar 28,57 %.

Tabel 4.7
Responden Berdasarkan Pekerjaan Utama dan Jenis Layanan

	Analisis Geospasial dan Peta
	Peta Foto Udara dan Analisisnya

	Pekerjaan
	Frekuensi
	Persentase
	Pekerjaan
	Frekuensi
	Persentase

	Pimpinan Perusahaan
	-
	-
	Pimpinan Perusahaan
	-
	-

	Manajer/Wakil Manajemen
	3
	10,71
	Manajer/Wakil Manajemen
	5
	71,43

	Wiraswasta
	10
	35,71
	Wiraswasta
	-
	-

	PNS/TNI/Polri
	6
	21,43
	PNS/TNI/Polri
	-
	-

	Pelajar / Mahasiswa 
	3
	10,71
	Pelajar / Mahasiswa
	2
	28,57

	Lainnya
	6
	21,43
	Lainnya
	-
	-

	Total
	28
	100
	Total
	7
	100





Hasil penelitian tingkat kepuasan masyarakat

Hasil penelitian yang ditunjukkan melalui indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di UPTB Pusat Data dan Informasi Geospasial mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Dalam penelitian ini unsur yang diteliti sebanyak lima unsur yang terdiri dari Prosedur Pelayanan, Persyaratan Pelayanan, Percepatan Pelayanan, Keadilan Pelayanan, Kepastian Jadwal Pelayanan.


Indeks Kepuasan Masyarkat digunakan untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarajat pengguna layanan akan pelayanan yang atelah diberikan kepadanya. Indeks ini digunakan sebagai tolak ukur dari kualitas pelayanan publik di UPTB Pusat Data daan Informasi pada Bappeda Provinsi Kalimantan Timur apakah sudah memenuhi standar pelayanan minimal yang teah diisyaratkan oleh pemerintah. Tingkat kepuasan masyarakat dapat diketahui dengan melihat kualitas pelayanan dari masing-masing indikator yang telah ditentukan, dimulai dengan menganalisis setiap item dalam setiap indikator. Setiap item dalam satu indikator dianalisis kemudian skor seluruh item dalam satu indikator tersebut dicari rata-ratanya untuk menentukan indeks kepuasan masyarakat terhdap pelayanan publik di UPTB Pusat Data dan Informasi pada Bappeda Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian untuk menentukan kinerja setiap unsur adalah nilai IKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar.

Tabel 4.8

Hasil Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Publik 

di UPTB Pusat Data dan Informasi

	Jenis Layanan Analisis Geospasial dan Peta

	Keterangan
	Prosedur Peayanan
	Persyaratan Pelayanan
	Percepatan Pelayanan
	Keadilan Pelayanan
	Kepastian Jadwal Pelayanan

	Jumlah Nilai
	95
	91
	87
	90
	93

	Rata-rata
	3,39
	3,25
	3,11
	3,21
	3,32

	Nilai Rata-Rata x 0,2
	0,68
	0,65
	0,62
	0,64
	0,66

	Total Nilai 
	3,26

	IKM Unit Pelayanan
	3,26 x 25 = 81,43

	Jenis Layanan Foto Udara dan Analisinya

	Keterangan
	Prosedur Peayanan
	Persyaratan Pelayanan
	Percepatan Pelayanan
	Keadilan Pelayanan
	Kepastian Jadwal Pelayanan

	Jumlah Nilai
	26
	26
	26
	26
	25

	Rata-rata
	3,71
	3,71
	3,71
	3,71
	3,57

	Nilai Rata-Rata x 0,2
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,71

	Total Nilai 
	3,69

	IKM Unit Pelayanan
	3,69 x 25 = 92


Berdasarkan hasil perhitungan di atas diperoleh hasil bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di UPTB Pusat Data dan Informasi yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukkan bahwa  untuk jenis layanan Analisis Geospasial dan Peta sebesar 81,43 dengan mutu pelayanan A dan kinerja unit pelayanan “Sangat Baik”, sedangkan indeks kepuasan masyarakat pada jenis layanan Peta Foto Udara dan Analisinya sebesar 92 artinya juga menunjukkan mutu pelayanan A dan kinerja unit pelayanan “Sangat Baik”.

5.2. Saran – Saran 
5.1
Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.
Tingkat kepuasan pelayanan publik di UPTB Pusat Data dan Informasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat pada jenis layanan Analisis Geospasial dan Peta menunjukkan angka indeks sebesar 81,43 artinya mutu pelayanan A dan kinerja unit pelayanan “Sangat Baik”. Sedangkan pada jenis layanan Peta Foto Udara dan Analisisnya menunjukkan angka indeks sebesar 92 yang berarti mutu pelayanan A dan kinerja unit pelayanan “Sangat Baik”.

2.
Berdasarkan angka Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kedua jenis layanan, maka dapat dirata-ratakan IKM pada tingkat kepuasan pelayanan publik di UPTB Pusat Data dan Infromasi sebesar 86,79 dengan mutu pelayanan “A” dan kinerja unit pelayanan pada UPTB Pusat Data dan Informasi “Sangat Baik”.

5.2
Saran


Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka disusunlah saran – saran sebagai berikut :
1.
Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik perlu juga memperhatikan unsur-unsur pelayanan lainnya seperti kejelasan petugas pelayanan, kedisiplinan petugas pelayanan, tanggung jawab petugas pelayanan, kemampuan petugas pelayanan, kesopanan dan keramahan petugas, kenyamanan lingkungan dan keamanan pelayanan.

2.
UPTB Pusat Data dan Informasi Bappeda Provinsi Kalimantan Timur diharapkan dapat meningkatkan jumlah sumber daya pegawai terutama yang sesuai dengan kompetensi bidang gunan mempertahankan kualitas mutu layanan dan mengambangkan inovasi terutama dalam efisiensi layanan baik dari sisi waktu dan kemudahan pelayanan.

3.
Rekomendasi penelitian lain terkait tingkat kepuasan pelayanan data dan informasi statistik di UPTB Pusat Data dan Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
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